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Abstract 

This scientific work aims to finddout what the legalppolicy is for perpetrators of criminal acts of molestation 
against minors, how the law is applied to perpetratorsdof criminaldacts of molestation againstdminors, 
and what the criminal responsibility for perpetrators of molestation of minors is in the Purworejo Criminal 
Decision case. Number 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr. The researchdmethodiused in this research is a 
normativeijuridical research method soait canabe concluded asafollows: 1. Legal policy is divided into two, 
namely panel legal policy and non-panel legal policy. 2 Theaapplication ofathe law forathe criminal act of 
molesting minors is regulatedain the CriminalaCode Articlesa289 toa296, to provide sanctions for 
perpetrators of criminal actsaof molestingiminors, namelyiby providing inaaccordanceaiwith Law no. 23 
of 2002aconcerning ChildaProtection, includingathe provision of prison sentences andafines. 3. The person 
responsible for the defendant in the case of Purworejo Criminal Decision Number 
57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr, namely the defendant was foundaguilty becauseahe was provenato have 
committed an act of sexual immorality against a minor The defendant wasasentenced toaimprisonment 
for 8 (eight) yearsaand aafine of  idr. 60,000,000,- (sixty millionarupiah) withathe provisionathat ifanot 
replacedaby imprisonmentafor 6 (six)amonths. 

Keywords: Criminal Offense; Obscenity, Minors. 
 

Abstrak 
Penelitianaini bertujuanauntuk mengetahui bagaimana kebijakan hukumaterhadap pelaku 
tindakapidana pencabulanaterhadap anakadibawah umur, bagaimanaapenerapan hukum 
terhadapapelaku tindakapidana pencabulanaterhadap anakadibawah umur, 
danabagaimana pertanggung jawaban pidanaapelaku pencabulanaanak di bawah umur 
padaakasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr. Metodeapenelitian yang 
dilakukan dalamapenelitian ini adalah metode penelitian yuridisanormatif sehinggaadapat 
disimpulkan sebagai berikut: 1. Kebijakan hukum di bedakan menjadi dua yaitu kebijakan 
hukum panel dan kebijakan hukum non panel. 2 Penerapan hukum tindakapidana 
pencabulanaanak di bawahaumur diaturadalam KUHP Pasal 289 sampai 296, untuk 
pemberian sanksi pelakuatindak pidanaapencabulan terhadapaanak dibawahaumur, 
yaituadengan memberikanasesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentangaPerlindungan Anak, antaraalainapemberian sanksiipidana penjara danapidana 
denda. 3. Penanggung jawaban terdakwa pada kasus Putusan Pidana Purworejo Nomor 
57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr yaitu terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan 
tindakan pencabulan terhadapaanak diabawah umur, Terdakwa di hukum pidana 
penjaraaselama 8 (delapan) tahunadan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enamapuluh juta 
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rupiah) denganaketentuan apabilaatidak dibayaradiganti dengan pidanaakurungan 
selamaa6 (enam)abulan. 

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pencabulan, Anak Bawah Umur 
 
PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memiliki kandungan makna 

segala tindakanndan polaatingkahhlakuuwargaanegaranyaaharusssesuaiidengan norma-

normaadannketentuan-ketentuannyanggtelahhdiaturroleh hukum negaraa( Rifqi dan August, 

2022). 

Dalammalinea ke IV Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menyebutkan tujuan Negara 

Indonesia yang berbunyi; “Negara bertujuannmelindungi segenappbangsaaIndonesia dan 

seluruhatumpa darah Indonesia, memajukannkesejahteraan umum, mencerdaskannkehidupan 

bangsa, ikut serta dalam usahaaperdamaian duniaaberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dannkeadilan sosial”. Sehubunganndengannhal tersebut makaasudahhseharusnyaa 

seluruhhmasyarakattIndonesiaamendapatkannperlindungannterhadappkeselamatanndan 

keamanannyang secaraanyataadalam aspekkkehidupann(Gusti, dkk, 2021). 

Anakkmerupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai amanah dan karunia yang 2 

dalam dirinya melekat harkattdan martabattsebagai manusiaaseutuhnyaa(Oktavia & 

Nurkhalizah, 2022 ). Anak akan menjadi sosok penerus generasii bangsa sebagai sumber daya 

manusia yang berpotensial untuk menglanjutan dan menggapai cita-citaaperjuangan 

bangsaa(Devi dan Muh, 2020). Oleh karena itu, sangat penting bagi anak untuk mendapatkan 

kesempatan yang luas untuk pertumbuhanndan perkembangannyanggoptimal dalammsemua 

aspekkfisik, mental, dan sosial (Putu, dkk, 2023). 

Sebagai generasi penerus, anak dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya harus 

mendapatkan bimbingan dan mendapatkan perlindungannuntuk mendapatkan kebutuhanndan 

hak-haknyaasesuai dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Secara optimal seorang anak harus di beri kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang. Kesempatanntumbuh dan berkembanggbukan hanya mencakupppertumbuhan 

dan perkembangannfisik maupun mental sosial anak (Muhammad Adli, dkk, 2020). 

Hukum yang semakin berkembanggseiring dengan perkembangan masyarakat. Begitu 

pula permasalahannhukum jugaaakan ikut berkembanggseiring dengannperkembangan 

permasalahannyang terjadi di masyarakat. Berdampak pada meningkatnya kriminalitas di dalam 

bermasyarakat. Hal ini seringgterjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah- 

kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untukkmenciptakannrasa aman, tentrammdan 

tertibbdalamnmasyarakat (Gusti, dkk, 2021). Salah satunya kejahatannyang berkembanggdari 

waktu ke waktu yaitu kejahatan kesusilaan, karena hal ini rasa kekhawatiran dan kecemasan 

timbul di masyarakat. Dampak dari hal tersebut salah satunya adanya penyakit tindak pidana 

pencabulan didalam masyarakat (Inneke dan Nandang, 2023). 

Pencabulan merupakannsuatu tindakan yang dilakukannoleh seseorang yang 

bertujuannmemenuhi keinginan seksual untuk melakukannhal-hal yang dapat membangkitkan 

hawa nafsu sehingga menimbulkannkepuasan dalam dirinya (Siti, 2023). Dalam kasus 

pencabulannterhadappanak di bawahhumur, pelakunyaatidak lagi mengenal status, pangkat, 
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pendidikan, jabatan dan usia korban. Semuaaini akanndilakukan apabila 

merekaamerasaaterpuaskanndengan hawa nafsunya, dan pelaku biasanyaaadalah orang terdekat 

korban sendiri (Rh. Gamas, 2021). 

Pencabulan yang dilakukan kepada anak di bawahhumur berdampaknpadaapsikologis 

anak tersebut. Hal ini harus medapat perhatian serius dari semuaakalangan, terutama penegak 

hukum. Penjatuhan pidanankepadaapelaku tindak pidanaapencabulan terhadappanak 

tentuutidak lepassdari peranannHakim, Jaksaadan pihak kepolisian sebagai aparat penegak 

hukum. Pelaku harus mendapat sanksi yang setimpat dan dapat membuat efek jera (Rh. Gamas, 

2021). 

Sehingga dalam karya ilmiyah ini mengkaji tentang pertanggunggjawabannpelaku tindak 

pidanaapencabulannterhadap anak di bawah umur dan pertimbangannhakimndalam memutus 

perkarantindak pidanaapencabulannterhadap anak dengannjudulnpenelitian “Analisis Yuridis 

Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Putusan Pidana Purworejo Nomor 

57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr). 

Berdasarkan latar belakanggmasalah yanggtelah dikemukakanndi atas, maka rumusan 

masalah sebagai berikut: pertama; Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidanaapencabulan terhadappanak dibawah umur? kedua; Bagaimananpenerapannhukum 

terhadap pelaku tindak pidana pencabulannterhadappanak dibawahhumur? ketiga; Bagaimana 

pertanggung jawaban pidana pelakuupencabulan anak diibawah umur berdasarkan khasus 

PutusannPidana Purworejo Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr?. 

 
METODE PENELITIAN 

Dalam karaya ilmiyahini kami menggunakan menote depenelitian normatif, yaitu 

metode penelitian yang membahas permasalahan berlandaskan di dalam peraturan perundang-

undangan (Makarrim, 2022). Penelitian hukummnormatif disebut dengan penelitian doktrinal, 

penelitian perpustakaannatau studi dokumen, maksudnya penelitian itu pada kasus, oleh penulis, 

ditinjau oleh aspek hukum pidana, selain itu mengumpulkan data. Sumber data yang 

digunakannadalah sumberadata sekunder seperti: buku-buku, jurnal, artikel dan informasi 

dariiwebsite atauadata yanggdiperoleh oleh peneliti secaraatidak langsung dari objeknyaatetapi 

dari sumberrlain baik lisan maupunntulisan (Sonya, dkk, 2023). 

Untuk mengidentifikasikan bahwa data yang digunakan adalah bahannhukum primer 

yakni perundang-undangan nasional yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang KUHP. Bahan hukummsekunder yangyterdiri atas 

para pendapatnahli berupa doktrinnatau ajaran tentangghukum berkaitanndengan tindak pidana 

pencabulanaanak di bawah umur seperti jurnal; makalah; atau skripsi. Dan bahan 

hukummtersier yakni bahan hukum pendukunggseperti kamus atau ensiklopedia, koran, 

internet, dan media (Rifqi dan August, 2022). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tindak Pidana Pencabulan 

Menurut Leden Marpaung menyatakan bahwa “Tindak pidana pencabulan adalah suatu 

tindakkpidana yang bertentangganndan melanggarnkesopananndan kesusilaan seseorang yang 
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semuanyaadalam lingkungannnafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-lakinmeraba 

kelaminnseorangnperempuan” (Marpaung, 2014) (Gusti, dkk, 2021). 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalahnsuatu usahaaatau hasrat 

melampiaskannnafsu seksual olehhseorang laki-laki kepada seoranggperempuan denganncara 

yang menurutnmoral atau hukum yangnberlaku melanggar” dari pendapatatersebut, pencabulan 

memiliki arti yaitunsuatu tindakan atauaperbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan 

nafsunseksualnya terhadappseorang perempuan yanggdimana perbuatan tersebutntidak 

bemoral dan dilaranggmenurut hukumnyang berlaku (Larasati, 2022). 

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkanabahwa pencabulan adalah 

perbuatan yanggdimana seorang prianmelakukan upayaapemaksaan dan ancamannserta 

kekerasan terhadappseorang wanita yang bukannistrinya untukkbersetubuh (Rifqi dan August, 

2022). 

 
Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak 

Dibawah Umur 

1. Kebijakan Hukum Penal  

Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan kebijakan hukum yang diterima 

oleh masyarakat yang dihasilkan dari kebijakanalegislasi yangnmengkaji, merencanakanndan 

membuat produk-produk peraturanpperundang-undangan melalui prosesppenyusunan. 

Peraturan perundang-undangan yanggberlaku mempunyaiifungsi yaitu fungsiayang dapat 

mengekpresikannnilai-nilai dan fungsiiinstrumen ( John Kenedi, 2017). Kebijakan Hukum 

Penal yang baik dilakukan melalui:  

a. Penetapan kebijakannperundang-undangan (dapat jugandisebut kebijakan legislasi) yang 

didalamnyanberisikan penetapannkebijakan mengenai: 

1) Perbuatan apa yangnsebenarnya dijadikanntindak pidana (kebijakan kriminalisasi)  

2) Sanksi apa yang sebaiknyaidigunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.  

b. Penerapan pidanaioleh badannpengadilan (disebut juga kebijakannyudikasi)  

c. Pelaksanaan pidanaaoleh aparatipelaksanaan pidana (disebut juga kebijakan eksekusi). 

Penerapan iniidilakukan olehiLembaga Permasyarakatan dan Balai Permasyarakatan 

denganididasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Permasyarakatan Kebijakan (Rifqi dan August, 2022). 

2. Kebijakan Non Penal  

Kebijakan Hukum Non-Penal lebihhbersifat tindakan pencegahannuntuk 

terjadinyaakejahatan, maka sasarannutamanya adalah menanganiafaktor-faktor 

kondusifppenyebab terjadinyaakejahatan. Antara lain berpusatppada masalah- masalah atau 

kondisi-kondisinsosial yanggsecara langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan 

kejahatan. Non penal iniamempunyai kedudukannyang memegang peranannkunci yang 

harussdiintensifikan danndiedektifkan (Rifqi dan August, 2022). 

Dapat pulaaupaya non-penaliitu digaliadari berbagaiasumberrlainnya yang 

jagaamempunyai potensiiefek-preventif. Sumberrlain misalnya, mediappers/media massa, 

pemanfaatankemajuan teknologi (dikenalIdenganiistilah “techno-prevention”) 

danapemanfaatan potensirefek-preventif daniapparatapenegakihukum. Mengenaiiyang 

terakhiraaaini, Prof. Sudartonoipernah mengemukakan, bahwankegiatannpatrol dan polisi 
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yangnmelakukan secaraakontinu termasukuupaya non-penalnyang mempunyai 

pengaruhhpreventif bagiipenjabat (pelanggarnhukum) potensial (Rifqi dan August, 2022). 

 
Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak 

Dibawah Umur 

DalamnKUHP perbuatanncabul diaturrdari Pasall289 sampaiaPasal 296, dimana 

dikategorikannsebagai berikut:  

“Perbuatan yangnmenyerang kehormatannkesusilaan”, “Perbuatanacabul dengan 

seseorangadalam keadaanbpingsan atauutak berdayaipada pasall290 KUHP”, “Perbuatan 

cabulndengan caranmembujuk terdapatddalam pasall290 KUHP”, “Perbuatanncabul dengan 

seseorangppada sesamaljenis kelamin, terdapatidalam Pasali292 KUHP”, “Perbuatanjcabul 

dengannseseorang denganccara tipundaya danikekuasaan yangitimbul dari pergaulaniterdapat 

dalamaPasal 293nKUHP”, “Perbuatanccabul denganaanaknya, anaktirinya,,anakndibawah 

pengawasannyavyang belumddewasaaterdapatppada Pasal 294lKUHP” (Gusti, dkk, 2021). 

Untukkdapat menyatakansseseorang bersalahttelah melakukanpperbuatan cabullyang 

melanggarrPasal 289,,290,,292,,293,,294,,295,,296 KUHP makaaharus memenuhiuunsur unsur: 

” Pasall289 KUHP “. DidalamlPasal 289lKUHP hanyaiterdiri dariiunsur-unsur objektifayaitu:” 

1) Perbuatannmemaksa 

2) Caranyaadengan : kekerasan, ancamannkekerasan;  

3) Objeknya : seseorangnuntuk melakukanaatau membiarkanddilakukan  

4) Perbuatanccabul (Gusti, dkk, 2021) 

 
Pasal 290aayat (2) dann(3) KUHP Kejahatannpada ayatt2, mempunyaiaunsur-unsur:  

1. UnsurrobjektiffPerbuatannya : perbuatanccabul;  

Objeknya : dengansseorang yangnUmurnya belumn15 tahun, atauuJika tidak jelas 

umurnyaaorang tersebutoorang ituubelum waktunyauuntuk dikawin.  

2. Unsurnsubjektif, “Diketahuinyaaatau sepatutnyaqharus didugarbahwa umurnya belum 

15dtahun”. Membujuk (verleiden)aadalah perbuatanbmempengaruhi kehendakoorang 

lain agarakehendak oranggitu sama denganhkehendaknya. Padaamembujuk adalah 

menarikgkehendakvorang yang bersifatgmengiming-imingi. Sifatbmenging-imingi 

lebihttepat, berhubungoorang yangadibujuk adalahaanak-anak yang secaradpsikis 

masihulugu atau polossyang lebihdmudah dipengaruhiikehendaknya dariapada orang 

dewasa (Binsar, 2021) 

 
PenerapannSanksi Tindak PidananPencabulan TerhadapnAnak DinBawah Umur 

Sanksi pidananbagi pelakunpencabulan terhadapnanak di bawahnumur 

menurutnKUHP ialahnsebagai berikut: 

a. Pasaln285 KUHP yangnmenentukan bahwa: “Barangsiapandengan kekerasannatau 

ancamannkekerasan memaksanperempuan yangnbukan istrinya bersetubuhndengan 

dia, dihukum, karenanmemperkosa, dengan hukumannpenjara selama-lamanyandua 

belas tahun”. 
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b. Pasal 286 KUHPnyang menentukannbahwa: “Barangsiapa bersetubuhbdengan 

perempuannyang bukanaistrinya, sedangndiketahuinya, bahwaiperempuan ituipingsan 

atau tidakaberdaya, dihukum penjara selamalamanya sembilan tahun”. 

c. Pasal 287 ayat (1) KUHP yanggmenentukan bahwa: “Barangsiapanbersetubuh dengan 

perempuannyang bukaniistrinya, sedangndiketahuinya (Binsar, 2021) 

  
Sanksinpidana baginpelaku pencabulaniterhadap anak di bawahiumur menurut Undang-

Undang Nomor 35nTahun 2014ntentang PerlindungannAnak Pasal 82 yanggmenentukan 

bahwa: ”Setiap oranggyang denganssengaja melakukankkekerasan atauaancaman kekerasan, 

memaksa, melakukanatipu muslihat, serangkaiannkebohongan ataunmembujuk anakuuntuk 

melakukannatau membiarkanndilakukan perbuataccabul, dipidanaddengan pidanappenjara 

palingalama 15 (limanbelas) tahunddan palingnsingkat 3 (tiga) tahunadan dendaapaling 

banyaknRp 300.000.000,00 (tigaaratus jutarrupiah) dan palinggsedikit Rp 60.000.000,00 

(enamnpuluhhjuta rupiah) (Inneke dan Nandang, 2023). 

 
Pertanggung jawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur berdasarkan 

kasus Putusan Pidana Purworejo Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr 

Pertanggungjawaban Pidana 

Perbuatanapidana adalahaperbuatan yanggdilarang oleh aturanhhukum yangddimana 

laranganntersebut disertaiaancaman ataussanksi yangbberupa pidanattertentu, bagissiapa saja 

yangnmelanggar laranganttersebut. Syarat-syaratyyang digunakanidalam menjatuhkanipidana 

adalahaseseorang harusamelakukan perbuatanayang aktiffatau pasiffseperti yangatelah di 

tentukanaoleh undang-undangapidana yangnmelawan hukum, danvtidak adanyaaalasan 

pembenar sertaaadanya kesalahanddalam artialuas (meliputikkemampuanbbertanggungjawab, 

sengaja atauakelalaian) danatidakaadanyaaalasanppemaaf (Dasfamudi et al., 2022). 

Posisi Kasus 

Berawal pada sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban 

melalui mediaasosialafacebook. Selanjutnyaaantara terdakwa dan Anak Korban sering 

berkomunikasi melalui akun facebook tersebutakemudian padaahari Minggu tanggal 06 Maret 

2022nterdakwa mengirim pesan facebook kepadacAnak Korban yang isinya 

terdakwaamengajak Anak Korban untuk pergi bermain dan Anak Korban menyetujui ajakan 

terdakwa lalu sekitar jam 13.00 WIB. 

Setelah sampai saat itu Anak Korban belum ada ditempat tersebut lalu terdakwa 

menunggu hingga beberapa saat kemudianAnak Korban datang, selanjutnya terdakwa 

menyuruh Anak Korban membonceng sepeda motor yang dikendarainya kemudian 

terdakwamembawa Anak Korban berkeliling didaerah Kec.Bayan Purworejo,Terdakwa 

membawa Anak Korban keumah temannya.  

Setelah sampai, terdakwa kemudian mengatakan kepada temannya untuk meminjam 

kamar dan temannya mengijinkan. Setelahitu terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar 

tersebut, saat itu Anak Korban menolak kemudian terdakwa memegang tangan Anak Korban 

untukamasuk kedalamakamar. Selanjutnya terdakwa menidurkan badan Anak Korban ketempat 

tidur lalu terdakwa langsung melakukan tindakan pencabulan. Pada saat itu Anak Korban 

berusahamenolak namunnterdakwa tetapamemaksa dan mengancamnAnak korban.  
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Pendapat Saksi 

Saksi menerangkan, menurut keterangan Anak Korban terdakwanmelakukan 

pencabulan kepadaaAnak Korban dengan cara terdakwaamemaksa Anak Korban masuk 

kedalam kamar dengan menarik tangan Anak Korban kemudian setelah berada didalam kamar 

tersebut terdakwa mendorong badan Anak Korban diatas kasur hingga terlentang lalu terdakwa 

memaksa membuka baju Anak Korban terdakwa melakukan tindakan pencabulan terhadap 

Anak Korban. 

Bukti Medis 

Dariahasil pemeriksaanifisik tersebut diatasidapat ditarik kesimpulanibahwa: Terdapat 

lukaalecet di vagina bagian luar arah jam 1 ukuran 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul. Hal 

ini perbuatanaterdakwa sebagaimanaadiatur dan diancamapidana sesuai Pasala76E jo Pasal 82 

Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentangaPenetapan PeraturanaPemerintah Pengganti 

Undang – Undang Nomora01 Tahun 2016 tentangaPerubahan KeduaaAtas UURI Nomor 23 

Tahun 2002 tentangaPerlindungan Anakasebagaimana telahadiubah dengan UURI Nomor 35 

Tahun 2014 tentangaPerubahan atasaUURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

PerlindunganaAnak. 

Putusan Hakim 

1. MenyatakanaTerdakwa Rifki Andriyanto Bin Sumarno telahaterbukti secaraasah dan 

meyakinkanabersalah melakukanatindak pidana. Pencabulanaterhadap Anakadibawah umur: 

“Melakukanakekerasan atauaancaman kekerasan, memaksa, melakukanatipu 

muslihat,amelakukan serangkainakebohongan, atauimembujuk anak untukimelakukan 

atauamembiarkan dilakukanaperbuatan cabul”. 

2. Menjatuhkanapidana kepada terdakwaaRifki Andriyanto Bin Sumarno oleh karena itu 

denganapidana penjaraaselama 8 (delapan)atahun danadenda sebesar Rp.60.000.000,- (enam 

puluh jutaarupiah) denganaketentuan apabilaatidak dibayaradiganti dengan pidanaakurungan 

selamaa6 (enam) bulan; 

3. Menetapkanilamanya masaipenahanan yangitelah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari Pidanaayangadijatuhkan; 

4. Menetapkanaagar Terdakwaatetap beradaadalam tahanan; 

5. Menetapkanabarang buktiaberupa: 

a) 1 (satu)abuah kaos lengan pendek warna hitam. 

b) 1 (satu)abuah kemeja lengan panjang warnaahitam coklat. 

c) 1 (satu)abuah celanaapanjang warna biru. 

d) 1 (satu)abuah BH warnaaputih. 

 
Seluruhnya dirampasauntuk dimusnahkan. 

 (satu)abuah HPamerk VIVO warna merah hitamadengan NomoraIMEI 

1:861174058382038 dan IMEI 2:861174058382020. 

Dikembalikan kepada terdakwa. 

 1(satu)aunit sepeda motor HondaaVario warnaaputih tahun 2021 Nopol : 

AA3013PL Noka:MH1JF9110BK507562 Nosin: JF91 E1499759 Atas Nama 

Koko Winarto Alamat Senepo Saleman Timur RT.02 RW. 02 Kutoarjo 

Purworejo. 
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Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Tegar Budi Prabowo Bin Suhar ; 

6. Membebankanakepada Terdakwaamembayar biayaaperkara sejumlahaRp. 2.000,- (dua 

ribuarupiah). 

 
Analisis Kasus 

Terdakwa padaahari Mingguatanggal 06 Maret 2022 sekitarajam 14.00 WIB atau setidak-

tidaknyaapada suatuawaktu dalamabulan Maret tahuna2022 disebuah rumah yang beralamat di 

Kelurahan Sucenjurutengah Kec.Bayan Kab.Purworejo atauasetidak-tidaknya padaisuatu 

tempatiyang masih termasukidalam daerahihukum PengadilaniNegeri Purworejo 

yangaberwenang memeriksa dan mengadiliaperkara ini, melakukanakekerasan atauaancaman 

kekerasan,amemaksa,amelakukan tipuamuslihat, melakukanaserangkaian kebohongan, atau 

membujukaAnak Korbanayang masihaberumur 13 tahunadan 10 bulan lahir pada tanggal 24 

Juli 2008 (berdasarkan foto copy KutipanaAkta Kelahiran DinasaKependudukan dan 

PencatatanaSipil Kabupaten Purworejo NIK. 330609.640708.0002) untukamelakukan atau 

membiarkanadilakukan perbuatanacabul. 

Halaini diperkuat dengannpengakuan para saksi dalam persidangan. Saksi menerangkan 

waktu dan tempat kejadiannya padaahari Mingguatanggal 06 Mareta2022 sekitar jamm14.00 

WIB disebuah rumah yang ada dikelurahan Sucenjurutengah Kec.Banyuurip Kab.Purworejo. 

Saksi menerangkan mengetahui kejadian pencabulan yang dialami anak korban berawal 

padamhari Seninmtanggal 07 Maretn2022 sekitarnjam 07.30 WIB saksi diberi informasi oleh 

Saksi bahwananak korbannmengalami pencabulannyang dilakukannoleh terdakwa.  

Saksi menjelaskan bahwa Anak Korban menerangkan mengenal terdakwa melalui media 

sosial facebook sekitar awal bulan Maret 2022 dimana saat itu terdakwa menggunakan akun 

“Rifki Small” selanjutnya antara Anak Korban dan terdakwa sering berkomunikasi melalui 

inbox facebook tersebut. Terdakwa mengirim pesan melalui facebook kepadaaAnak 

Korbanayang isinya mengajak AnakaKorban untukabertemu lalu sekitar jam 13.00 WIB 

terdakwa menjemput Anak Korban didekat warung yangaberada tidakajauh dariarumahnya. 

Saataitu Anak Korban bertanyaakepada terdakwaamau pergiakemana hingga akhirnya 

terdakwaamengajak Anak Korban keadaerah Sucenjurutengah.  

Saksi menerangkan selanjutnya ketika dalam perjalanan sesampainya didekat Kampus 

Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berada di Sucenjurutengah saat itu sudah ada 2 

(dua) orang teman terdakwa yang Anak Korban tidak kenal selanjutnya terdakwa mengikuti 

kedua temannya tersebut menuju rumah kos teman terdakwa yang berada di 

Ds.Sucenjurutengah. 

Saksi menerangkan sesampainya dirumah kos teman terdakwa tersebut terdakwa 

menyuruh Anak Korban masuk kemudian terdakwa mengatakan “dikamar saja” dan Anak 

Korban bertanya”kenapa dikamar” lalu terdakwa mengatakan “dikamar aja takut nanti kelihatan 

orang” kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korbannmasuk kedalamnkamar tidur lalu 

terdakwa mengunciapintu kamar. 

Saksi menerangkan, terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan cara 

terdakwa memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar dengan menarik tangan Anak Korban 

kemudian setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa mendorong badan Anak Korban 
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diatas kasur hingga terlentang lalu terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban kemudian 

menciumi bibir, menciumi payudara dan meremas – remas. 

Diperkuat juga dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka lecet di vagina bagian luar 

arah jam 1 ukuran 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul. 

Hakim menyatakan Terdakwa terbuktiasecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 

tindak Pidana “Pencabulan terhadap Anak dibawah umur” sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo 

Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentangsPenetapan PeraturaniPemerintah 

PenggantiiUndang – Undang Nomor 01 Tahuni2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Penerapanahukum 

yangatelah di terapkanaoleh majelissHakim telahssesuai dengansundang-undangsmengatur 

dalamstindak pidanaspencabulan, baiksdari Undang-UndangsPerlindungan Anaksdan 

darisKitab Undang-undangsHukum Pidana. 

Menjatuhkannpidana terhadapnTerdakwa oleh karenan perbuatannya dengannpidana 

penjaraiselama 8 (delapan) tahunidikurangkan sepenuhnya dengan lamanyaiterdakwa ditahan 

dan Dendaasebesar Rp.60.000.000,- (enamapuluh jutaarupiah) subsidiaira6 (enam) bulang 

kurungan. Pertanggungjawabanapidana yangadijatuhkan kepadaaterdakwa telahamemenuhi 

unsur-unsurapidana danaberdasarkan keyakinanahakim dalamamenjatuhkan putusanasebagai 

sanksiadan efekajera kepadaapelaku. 

Denganasesuainya putusanayang telahadijatuhkan olehahakim, makaasudah jelas 

terlihatabahwa penegakanahukum benaraadanya danadilaksanakan denganaberdasarkan 

undang-undangayang disertaiadenganakeyakinan hakimadalam mempertimbangkanihukuman 

yang akanadijatuhkan. 

 
KESIMPULAN 

Kebijakan hukum panel sebagai berikut: Kebijakanaformulasi/legislatifayaitu 

perumusan/ penyusunanahukumapidana, kebijakaniaplikatif/yudikatifiyaitu penerapanihukum 

pidana, danakebijakan administrasi/eksekutifayaitu tahapapelaksanaan hukumapidana. 

Kebijakanahukum Non Panelnmerupakan tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan 

berpusatnpada masalah-masalahnatau kondisi-kondisinsosial yangnsecara langsungndapat 

menimbulkannatau menumbuhnsuburkan kejahatanndan memegang peran kunci yangnharaus 

diintensifikan dan diedektifkan. Penerapannhukumbpidanantindakdpencabulan anakddi 

bawahaumur diaturadalamaPasal 287,a288,a289,a290 dana291 sedangkanaperbuatanacabul 

padaasesama jenisadiatur dalamapasal 292adan 293,aadanya pasala292 dan 293amenunjukan 

bahwaaperbuatan pelecehanaseksual yangamasuk katagoriaperbuatan cabulatidak hanya 

berlangsungaantara lakilaki danaperempuan sajaaakan tetapiajuga terhadap yangasejenis. 

Penerapan hukum terhadapspelaku tindak pidana pencabulan terhadapaanak dibawahaumur, 

yaituadengan memberikanasanksi sesuaiidengan Undang-UndangiNo. 23 Tahun 2002 tentang 

PerlindunganaAnak, antara lainapemberian sanksiiapidana penjara danapidana denda. 

Pertanggung jawaban pidanaapelaku pencabulanaanak diabawahaumur berdasarkan kasus 

PutusanaPidana Purworejo Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr yaitu: pertama, Terdakwa 

dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindakan pencabulanaterhadap anakadi bawah 
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umur. Kedua, Terdakwa di hukum sesuai Undang- Undang No. 23aTahun 2002atentang 

PerlindunganaAnak denganapidana penjaraaselama 8 (delapan) tahunadan dendaasebesar 

Rp.60.000.000,- (enamapuluh jutaarupiah) denganaketentuan apabilaatidak dibayaradiganti 

denganapidana kurunganaselama 6 (enam)abulan. 
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